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ANALISIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
MELALUI PENGANGKATAN HONORER KATEGORI 2
(STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN
PRINGSEWU TAHUN 2013)

Ruri Retno Ningsih
Jurusan llmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung
Dewie Brima Atika, S.1.P, M.Si
Jurusan lImu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung
Email: dw_atika@yahoo.com

Appointment of civil servant honorary category 2 at the Regional Employment Board of
Pringsewu Regency was the process of procurement civil servants (PNS) based on Government
Regulation No. 11 of 2002 to achieve the mission of Pringsewu District in building good
governance by applying the principles of Good Governance and Clean Government. The stages
of civil servants procurement include recruitment, selection and placement. This study analyzed
the principles applying of good governance in the appointment of honorary K2 in Pringsewu
District. Researcher used descriptive type with a qualitative approach. Data collecting
techniques in this research consisted of interviews, observations, and documentations. The focus
this study was (1) The principles applying of good governance in procurement civil servants
through the appointment of honorary K2 included the recruitments, selections and placements
at BKD Pringsewu District, (2) Constraints faced by BKD Pringsewu Regency in procurement
civil servants through the appointment of honorary K2 .

The results of this study that the procurement civil servants through the appointment of
honorary K2 was already applied principles of good governance, in accordance with the
principles of accountability, transparency, participation, efficient, but did not fulfill the
principles effectively. Constraints faced in procurement civil servants through the appointment
of honorary K2 that was Human Resources ( HR ), internet accesses, and government
regulations. Therefore, BKD of Pringsewu district must conduct the analysis and classification
first before recruiting human resources, determine the appropriate requirements expertisely,
and competent to fill the vacant position, and provide easy access information that can be
accessed by people in remote areas .

Keywords: Good Governance,Civil ServantsProcurement, Honorary K2

PENDAHULUAN

Pengadaan pegawai yang terdiri dari proses rekrutmen, seleksi dan penempatan
sumber daya manusia tidak boleh diabaikan, karena akan menentukan keberhasilan dan
eksistensi suatu organisasi maupun instansi pemerintahan. Menurut Siagian dalam
Rosidah (2009:169-171) pentingnya diselenggarakannya rekrutmen adalah : (1) Untuk
mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi
akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon
pegawai yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. (2) Menarik minat

sebanyak-banyaknya pelamar dengan menggunakan iklan yang luas, informasi tentang
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jumlah lowongan, analisis jabatan, serta formasi jabatan. (3) Memiliki fokus dan nilai
yang berbeda.

Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan jumlah yang
sesuai dengan kebutuhan, diperlukan suatu metode rekrutmen yang dapat digunakan
dalam proses penarikan dengan dilandasi suatu perencanaan yang benar-benar matang.
Rekrutmen sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan pada instansi
pemerintah yang sesuai dengan sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan
dalam fungsi pemekerjaan (employee function).

Proses rekrutmen PNS selama ini menurut opini yang berkembang di masyarakat,
cenderung diwarnai praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, daerahisme, yang
mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya PNS. Adanya kecurangan dalam
pengadaan pegawai tersebut, membuat pegawai yang diterima menjadi pegawai tetap
berusaha untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan saat mendaftarkan diri
sebagai CPNS. Hal tersebut yang memotivasi adanya KKN di Indonesia dan Kinerja
mereka yang buruk. Kinerja yang buruk tercemin dari pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat kurang baik dan berbelit-belit, masih terdapat pegawai yang tidak tepat
waktu saat jam kerja. Selain itu masih ditemukan pegawai yang menduduki posisi tidak
sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Hal tersebut menjadikan kinerja organisasi tidak
bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu rekrutmen tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan deskripsi dan
spesifikasi pekerjaan atau jabatan sebagai hasil analisis pekerjaan atau jabatan yang
memberikan gambaran tentang tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan. Maka
diharapkan dalam pelaksanaan pengadaan PNS pihak Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pringsewu dapat lebih transparan, lebih profesionalisme, adil, dan
mengutamakan kualitas tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dari orang dalam
yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan maupun peraturan pemerintah
yang berlaku serta memiliki analisis kebutuhan pegawai agar rekrutmen PNS lebih
terencana dan terorganisir.

Seiring dengan berdirinya Pringsewu menjadi sebuah kabupaten baru maka sudah
tentu kabupaten yang baru berdiri ini membutuhkan banyak tenaga kerja, khususnya di
bidang kepegawaian pada instansi pemerintahan yang akan membantu berjalannya roda

pemerintahan di kabupaten Pringsewu yang meliputi dari segala sektor dengan baik. Hal
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ini seakan menjadi harapan baru dan angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan
lapangan pekerjaan, karena harapan untuk bisa menjalani kehidupan yang sejahtera dan
terjamin hingga masa tua, sehingga sebagian besar masyarakat berminat untuk menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada daerah tersebut.

Menurut Nazri selaku sekertaris BKD Pringsewu, rekrutmen CPNS tahun 2011
dinilai masih terdapat CPNS yang kesulitan dalam mengisi Lembar Jawaban Komputer
(LIK) (hasil wawancara prariset tanggal 21 Januari 2014). Seiring dengan itu, Indra
Heryadi selaku sub bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai mengatakan bahwa
kesulitan proses rekrutmen terdapat pada pengumpulan data para peserta Calon Pegawai
Negeri Sipil, karena masih menggunakan kantor POS sehingga masih banyak
keterlambatan. Rekrutmen CPNS yang diselenggarakan belum bisa diselenggarakan
secara transparan (hasil wawancara prariset tanggal 20 Maret 2014).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pringsewu menyelenggarakan
proses pengadaan CPNS dengan berdasarkan: (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. (3) Peraturan kepala BKN
nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS. (4) Surat edaran
MenPAN dan reforasi birokrasi republik Indonesia nomor SE/10/M.PAN-RB/08/2013
tanggal 21 Agustus 2012 tentang jadwal pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2013 dari
tenaga honorer K2 dan pelamar umum. (5) Perda nomor 12 tahun 2012 tentang
anggaran pendapatan dan belanja daerah. (6) Surat keputusan bupati pringsewu nomor
B/342/KPTS/LT.03/2013 tentang panitia pelaksana pengadaan CPNSD dari tenaga
honorer pemerintah Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2013.

Pada Tahun 2013 Kabupaten Pringsewu tidak dapat melakukan rekrutmen Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi umum, namun dilakukan pengangkatan Honorer
K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari pengangkatan Honorer K2 menjadi PNS
apakah sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten Pringsewu dan masih ada
tenaga honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun namun belum diangkat menjadi
PNS sedangkan tenaga honorer K2 yang masih tergolong baru sudah diterima menjadi
PNS. Adapun Tenaga Honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari
2005 dan tidak mendapat upah dari APBD atau APBN. Untuk tenaga honorer kategori 2
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apabila ingin diangkat menjadi CPNS harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu.
Pengangkatan honorer K2 di Kabupaten Pringsewu ini menjadi penting untuk mencapai
suatu kinerja yang baik di setiap organisasi atau instansi pemerintah Kabupaten
Pringsewu. Apabila suatu organisasi atau instansi di dalamnya memiliki kekurangan
sumber daya manusia maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai hasil yang
maksimal dalam mencapai visi dan misi organisasi, karena sumber daya manusia
tersebut mempengaruhi keberhasilan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sesuai
dengan misi Kabupaten Pringsewu pada poin ke 4 yaitu membangun tata kelola
pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah || Good Governance and
Clean Government|| .

Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dikaji adalah
apakah pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Pengangkatan Honorer Kategori
2 Tahun 2013 sudah menerapkan prinsip Good Governance? Masalah ini dipilih karena
Kabupaten Pringsewu merupakan daerah otonomi baru dan sebuah hal baru untuk
perkembangan daerahnya, apabila rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai berjalan
sesuai dengan misi kabupaten pringsewu pada poin ke empat yaitu membangun tata
kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah
|| Good Governance and Clean Government|| maka akan membantu pembangunan
daerah Kabupaten Pringsewu selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena
penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa
yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan
tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen
pribadi, ataupun memo. untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian dengan memaparkan mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam masalah
penelitian, yaitu mendeskripsikan kejadian-kejadian empiris yang berkaitan dengan
prinsip good governance dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui
Pengangkatan Honorer K2 pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD)

Kabupaten Pringsewu Tahun 2013. Fokus dalam penelitian ini meliputi: (1) Prinsip
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Good governance dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi
Rekrutmen (Recruitment), Seleksi (Selection) dan Penempatan (Placement) melalui
Pengangkatan Honorer K2 Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tahun 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip good governanve merupakan prinsip kepemerintahan yang baik, yang
secara umum mengandung nilai yang bersifat objektif dan rasional, bila diterapkan
dengan baik, menjadi tolak ukur atau indikator dan ciri kepemerintahan yang baik.
Sesuai dengan misi Kabupaten Pringsewu pada poin ke empat yaitu ingin membangun
tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah —Good
Governance and Clean Goverment//. Pengadaan pegawai (procurement) merupakan
fungsi yang berdiri sendiri dan dilimpahkan kepada ahli personalia. Menurut Sirait
(2006:4) fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh bagian kepegawaian dari suatu
organisasi mencakup dua kelompok, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional.
Peneliti menggunakan fungsi operasional yaitu tentang pengadaan sumber daya manusia
yang terdiri dari kegiatan recruitment (penarikan), selection (pemilihan), placement
(penempatan). Pengadaan PNS diharapkan bisa mendapatkan pegawai yang berkualitas
sehingga memiliki kinerja yang baik.

Pegawai Honorer K2 merupakan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai
bukan dari APBN/APBD dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang,
bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 tahun. Dalam menganalisis
penerapan prinsip good governance dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil melalui
pengangkatan honorer K2 pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2013, penelitian ini
digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah program atau kebijakan saat
dilaksanakan dapat mencapai sasaran dan misi Kabupaten Pringsewu. Kemudian
peneliti akan menganalisis penerapan prinsip good governance pada tahap pengadaan
yaitu :

a.  Rekrutmen (Recruitment).
Menurut Bangun (2012:140), penarikan tenaga Kkerja (recruitment)
merupakan proses pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah

dan jenis yang dibutuhkan. Penarikan tenaga kerja berkaitan dengan pemenuhan
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kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kualitasnya, baik dalam jangka
pendek, menengah, maupun panjang. Pengadaan pegawai melalui pengangkatan
honorer K2 pada BKD Kabupaten Pringsewu pada tahap rekrutmen yang peneliti
temukan saat dilapangan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56
tahun 2012 dan peraturan Kepala BKN nomor 9 tahun 2012. BKD Kabupaten
Pringsewu merekrut seluruh tenaga honorer yang termasuk kategori 2 yang masih
aktif sesuai amanah pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.
Perekrutan tenaga honorer K2 merupakan salah satu cara BKD Kabupaten
Pringsewu memanajemen sumber daya manusia yang dimiliki. Rekrutmen yang
dilakukan BKD Kabupaten Pringsewu diselenggarakan sesuai dengan peraturan
pemerintah, dan merekrut tenaga honorer K2 sesuai dengan syarat yang ada pada
Undang-undang nomor 56 tahun 2012 meskipun jumlah dan kualitasnya belum
sesuai dengan yang diharapkan BKD. Persyaratan tenaga honorer untuk dapat
diangkat menjadi CPNS meliputi: 1) Usia paling tinggi 46 tahun dan paling
rendah 19 tahun pada 1 Januari 2006; 2) Mempunyai masa kerja sebagai tenaga
honorer paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat
pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus; 3) Penghasilannya tidak
dibiayai dari APBN/APBD; 4) Bekerja pada instansi pemerintah; 5) Dinyatakan
lulus seleksi Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bakat (TKB);
dan 6) Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasolong (2011:157) setiap organisasi perlu melakukan analisis pekerjaan,
apalagi organisasi yang mempunyai banyak pegawai maka harus disusun siapa
mengerjakan apa, siapa bertanggungjawab kepada siapa, dan siapa mengawasi
siapa. Dalam hal ini BKD Kabupaten Pringsewu tidak melakukan analisis
pegawai atau pekerjaan karena BKD hanya menjalankan peraturan pemerintah
sehingga BKD tidak mengajukan kebutuhan pegawai dan tidak melakukan
analisis dan klasifikasi pegawai. Lebih lanjut Bangun (2012:144) mengatakan
bahwa secara umum tujuan penarikan tenaga kerja adalah untuk memenuhi
kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dituntut suatu pekerjaan.
Tujuan dari rekrutmen menekankan pada kualitas yang dimiliki para pelamar serta
mencari pegawai dengan keahlian dan bakat untuk membantu mencapai tujuan

dari sebuah organisasi. Namun yang peneliti temukan tujuan dari rekrutmen
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tenaga honorer K2 tersebut belum mencapai tujuan secara maksimal karena tidak
adanya analisis dan klasifikasi pegawai terlebih dahulu.

Dalam proses pengadaan pegawai negeri sipil melalui pengangkatan honorer
K2 ini BKD Kabupaten Pringsewu hanya melakukan perencanaan untuk
penyelenggaraan. Namun untuk analisis dan klasifikasi pegawai tidak dilakukan
karena pengangkatan honorer K2 merupakan peraturan pemerintah dan BKD
Pringsewu hanya menjalankan peraturan tersebut serta menyelenggarakannya.
Sehingga BKD Kabupaten Pringsewu tidak mengajukan usulan kebutuhan
pegawai secara spesifik yang sesuai dengan yang dibutuhkan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti
temukan dilapangan rekrutmen yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten
Pringsewu memiliki satu kekurangan yaitu tidak adanya analisis dan Kklasifikasi
pegawai yang dibutuhkan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini akan menganaisis tahap pengadaan pegawai melalui empat
prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektif dan
efisien. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik
bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi
kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam
birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan
mengontrol Kkinerja kualitas, inefisiensi, dan perusahaan sumber daya, serta
transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan
sumber daya.

Nugroho (118: 2008) mengatakan bahwa dalam konsep good governance,
aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu
mempertangungjawabkannya kepada publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat
tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada para
stakeholders, yakni masyarakat luas. Hal ini juga diperjelas dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang mana azas akuntabilitas dalam
konsep good governance mengandung penjelasan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
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masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Good Governance menurut Musyawarah Konferensi Nasional
Kepemerintahan Daerah yang Baik, Disepakati Anggota: Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintan Kota Seluruh
Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)
dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tahun 2001.
Akuntabilitas memiliki indikator minimal yaitu meningkatnya kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah daerah, timbulnya kesadaran masyarakat,
meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan
berkurangnya kasus-kasus KKN.

Rekrutmen yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Pringsewu sudah
akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, karena seluruh Kkegiatan
pengadaan PNS sesuai dengan: 1) Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian, 2) peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang
pengangkatan honorer menjadi CPNS, 3) peraturan kepala BKN nomor 9 tahun
2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS, 4) Surat edaran MenPAN
dan reforasi birokrasi republik Indonesia nomor SE/10/M.PAN-RB/08/2013
tanggal 21 Agustus 2012 tentang jadwal pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2013
dari tenaga honorer K2 dan pelamar umum, 5) Perda nomor 12 tahun 2012
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, 6) surat keputusan bupati
pringsewu nomor B/342/KPTS/LT.03/2013 tentang panitia pelaksana pengadaan
CPNSD dari tenaga honorer pemerintah Kabupaten Pringsewu tahun anggaran
2013. Pengangkatan honorer K2 dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah daerah bahwa rekrutmen benar-benar diselenggarakan secara
terbuka dan tidak ada money politic.

Salah satu karakteristik good governance adalah keterbukaan. Karakteristik
ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi
informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aktivitas yang menyangkut
kepentingan publik mulai dari pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana
publik sampai pada tahap evaluasi (Nugroho,121:2003). Keterbukaan atau

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: adanya kebijakan terbuka
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terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat
menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and
balance antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Sedarmayanti, (2010:290) tujuan transparansi adalah membangun rasa
saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus
memberi informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama
informasi handal berkaitan masalah hukum, peraturan dan hasil yang dicapai
dalam proses pemerintahan; adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat
mengakses informasi yang relevan; adanya peraturan yang mengatur kewajiban
pemerintah daerah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, serta
menumbuhkan budaya ditengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang
dihasilkan pemerintah daerah. Dalam konteks Good Governance, prinsip
transparansi menurut Bappenas dapat diketahui dengan indikator: tersedianya
informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi
kebijakan publik dan adanya akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas
diperoleh dan tepat waktu.

Prinsip Good Governance menurut Musyawarah Konferensi Nasional
Kepemerintahan Daerah yang Baik, Disepakati Anggota: Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintan Kota Seluruh
Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)
dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tahun 2001 Transparansi
memiliki indikator minimal yaitu bertambahnya wawasan dan pengetahuan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah
masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dan berkurangnya
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Rekrutmen yang diselenggarakan BKD Kabupaten Pringsewu dalam proses
pendataan, pelamaran dilaksanakan secara terbuka, karena seluruh tenaga honorer
K2 Kabupaten Pringsewu yang memenuhi persyaratan direkrut. Semua informasi
dan pengumuman bisa dilihat pada surat edaran atau website BKN, SSCN dan

Menpan sehingga wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap
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penyelenggaraan pengadaan PNS melalui pengangkatan tenaga honorer K2 dapat
bertambah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Prinsip good governance selanjutnya partisipasi, merupakan proses
melibatkan masyarakat terutama aspirasinya dalam pengambilan kebijakan atau
formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada Kketerlibatan
masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah,
termasuk pengawasan dan evaluasi. Partisipasi dalam arti mendorong semua
warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak,
usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberi
kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi aktif
dalam menentukan masa depan. Partisipasi yang peneliti temukan saat
wawancara, observasi dan dokumentasi pada BKD Kabupaten Pringsewu saat
pelaksanaan pengadaan PNS melalui pengangkatan honorer K2 sudah baik.
Partisipasi dari tenaga honorer K2 ini dapat dilihat dari antusias para tenaga
honorer K2 yang mendaftarkan dirinya menjadi PNS.

Prinsip good governance keempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
efektif berarti tepat sasaran dan efisien berarti tepat guna, efektif dan efisien dalam
penyelenggaraan negara berarti mampu melayani masyarakat dengan baik dan
memanfaatkan sumber daya secara optimal dan bijaksana. Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi peneliti saat dilapangan, pegawai atau sumber daya
manusia yang dimiliki oleh BKD Kabupaten Pringsewu kurang. Hal tersebut
didukung oleh pernyataan Ibu Sri Mursinah, Ibu Resti Muji Astuti dan Bapak
Indardi Matono selaku pegawai honorer K2 yang mengatakan saat pemberkasan
pelayanan yang diberikan tidak optimal karena prosesnya lama sehingga menjadi
tidak efektif. Disamakannya tenaga honorer K2 yang memiliki masa kerja sedikit
dan lama menimbulkan ketidak adilan. Rekrutmen yang diselenggarakan sudah
efisien karena pelamar tidak dipungut biaya dan biaya rekrutmen ditanggung
APBN/APBD. Selain itu, sumber dana yang digunakan bisa lebih hemat tidak

seperti rekrutmen dengan formasi umum.

Seleksi (Selection)
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Calon pegawai yang telah direkrut selanjutnya akan menjalani proses seleksi
pegawai. Sudut pandang definitif menyatakan seleksi merupakan serangkaian
langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang
pelamar diterima atau ditolak, dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani
serangkaian tes yang dilaksanakan. Seleksi pada pengangkatan honorer K2 tahun
2013 di Kabupaten Pringsewu terdiri dari tes tertulis, tes kemampuan dasar, dan
tes kemampuan bidang.

Tahap seleksi yang diselenggarakan BKD Kabupaten Pringsewu yaitu tes
tertulis sesama tenaga honorer meliputi Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes
Kemampuan Bidang (TKB). Materi tes kemampuan dasar terdiri dari tes wawasan
kebangsaan, tes intelegensi umum, dan tes karakteristik pribadi dibuat oleh
konsorsium perguruan tinggi negeri. TKD dimaksudkan untuk menggali
pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku peserta ujian yang meliputi
wawasan nasional, regional dan internasional maupun kemampuan verbal,
kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan beradaptasi,
pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas dan inisiatif. Tes Kemampuan
Bidang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan keterampilan peserta ujian
yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan.

Sebelum mengadakan seleksi dan penempatan pegawai dalam hal ini perlu
melihat metode-metode yang harus ditempuh dalam seleksi dan penempatan
pegawai. Adapun metode-metode yang harus ditempuh adalah : 1) Menentukan
kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia; 2) Mengupayakan persetujuan
anggaran untuk mengadakan dan mengisi jabatan-jabatan; 3) Mengembangkan
kriteria seleksi yang valid 4) Pengadaan (rekruitment); 5) Mengadakan test atau
sebaliknya men-screening para pelamar; 6) Menyiapkan daftar dari para pelamar
yang berkualitas; dan 7) Mengadakan seleksi pelamar yang paling berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti
temukan pada BKD kabupaten Pringsewu sudah menempuh metode-metode
diatas kecuali menentukan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia, dan untuk
tahapan seleksi yang digunakan sesuai dengan peraturan pemerintah meliputi:
pemberkasan, TKD, dan TKB. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa

tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat
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dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholder).
Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem
pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusahaan sumber
daya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari
pengumpulan sumber daya.

Nugroho, (118: 2008) dalam konsep good governance, aktivitas yang
berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertangungjawabkannya kepada
publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak hanya diberikan kepada atasan
saja melainkan juga kepada para stakeholders, yakni masyarakat luas. Hal ini juga
diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, yang mana azas akuntabilitas dalam konsep good governance
mengandung penjelasan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahap seleksi yang peneliti temukan saat dilapangan, sebelum
verifikasi jumlah secara keseluruhan 524 orang setelah verifikasi jumlahnya
menjadi 519 orang karena ada yang meninggal, tidak aktif dan tidak ada SK 2013.
Dari 519 pelamar tersebut yang lulus dari proses seleksi TKD dan TKB adalah
305 orang. Setelah melalui proses seleksi tenaga honorer K2 dan masyarakat
dapat mengakses ke website BKN, SSCN dan Menpan untuk melihat nama-nama
yang berhasil lolos. Bagi tenaga honorer K2 yang belum lulus dapat mengikuti tes
selanjutnya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan mengangkat tenaga
honorer K2 menjadi CPNS secara bertahap dan harus melewati tes dan verifikasi
data. Di samping itu disesuaikan juga dengan kemampuan anggaran pemerintah.
Verifikasi perlu dilakukan untuk mengecek apa benar honorer K2-nya sesuai
amanat PP 48 dan PP 56. Kalau tidak sesuai aturan, otomatis honorernya tidak
bisa diangkat CPNS. Maka dapat peneliti katakan seleksi yang diselenggarakan
BKD Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan tanggungjawab yang baik.

Keterbukaan atau transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: adanya

kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga
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masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya
prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Sedarmayanti (2010:290) mengatakan bahwa tujuan transparansi adalah
membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana
pemerintah harus memberi informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan,
terutama informasi handal berkaitan masalah hukum, peraturan dan hasil yang
dicapai dalam proses pemerintahan; adanya mekanisme yang memungkinkan
masyarakat mengakses informasi yang relevan; adanya peraturan yang mengatur
kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat,
serta menumbuhkan budaya ditengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan
yang dihasilkan pemerintah daerah. Dalam konteks good governance, prinsip
transparansi menurut Bappenas dapat diketahui dengan indikator: tersedianya
informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi
kebijakan publik dan adanya akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas
diperoleh dan tepat waktu.

Prinsip Good Governance menurut Musyawarah Konferensi Nasional
Kepemerintahan Daerah yang Baik, Disepakati Anggota: Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)
dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tahun 2001 Transparansi
memiliki indikator minimal yaitu bertambahnya wawasan dan pengetahuan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya
kepercayaan ~masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah
masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dan berkurangnya
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti
temukan dilapangan sebelum verifikasi jumlah secara keseluruhan 524 orang
setelah verifikasi jumlahnya menjadi 519 orang karena ada yang meninggal, tidak
aktif dan tidak ada SK 2013. Dari 519 pelamar tersebut yang lulus dari proses
seleksi TKD dan TKB adalah 305 orang. Setelah melalui proses seleksi tenaga
honorer K2 dan masyarakat dapat mengakses ke website BKN, SSCN dan

Menpan untuk melihat nama-nama yang berhasil lolos. Bagi tenaga honorer K2
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yang belum lulus dapat mengikuti tes selanjutnya sesuai dengan kebijakan
pemerintah yang akan mengangkat tenaga honorer K2 menjadi CPNS secara
bertahap dan harus melewati tes dan verifikasi data. Di samping itu disesuaikan
juga dengan kemampuan anggaran pemerintah. Verifikasi perlu dilakukan untuk
mengecek apa benar honorer K2-nya sesuai amanat PP 48 dan PP 56. Kalau tidak
sesuai aturan, otomatis honorernya tidak bisa diangkat CPNS. Maka dapat peneliti
katakan seleksi yang diselenggarakan BKD Kabupaten Pringsewu dilakukan
dengan terbuka melalui website BKN, SSCN dan MenPAN sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.

Partisipasi merupakan proses melibatkan masyarakat terutama aspirasinya
dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah,
juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan
dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Partisipasi dalam
arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara
langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.
Terutama memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan
berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan. Partisipasi yang peneliti
temukan saat wawancara pada BKD Kabupaten Pringsewu dan tenaga honorer K2
untuk pengadaan PNS melalui pengangkatan honorer K2 pada tahap seleksi sudah
baik. Partisipasi dari tenaga honorer K2 ini dapat dilihat dari hasil wawancara
dengan tenaga honorer K2 yang lulus maupun tidak lulus. Tenaga honorer K2
sangat berpartisipasi saat pengangkatan honorer K2 menjadi PNS karena seluruh
tenaga honorer K2 akan diangkat menjadi PNS secara bertahap sesuai dengan
kemampuan daerah.

Efektif berarti tepat sasaran dan efisien berarti tepat guna, efektif dan efisien
dalam penyelenggaraan negara berarti mampu melayani masyarakat dengan baik
dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan bijaksana. Seleksi yang
diselenggarakan BKD Kabupaten Pringsewu menjadi tidak efisien karena
anggaran Yyang digunakan menjadi terbuang sia-sia karena ada kebijakan
pengangkatan secara bertahap. Seleksi yang diselenggarakan BKD Kabupaten
Pringsewu menjadi tidak efektif dengan adanya kebijakan pemerintah yang

mengatakan bahwa seluruh tenaga honorer K2 akan diangkat menjadi PNS.
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Apabila seluruh tenaga honorer K2 diangkat menjadi PNS dan tidak sesuai
dengan bidang, keahlian yang dimiliki maka pelayanan dan kinerjanya tidak dapat
berjalan dengan optimal.

Penempatan (Placement)

Menurut Sirait (2006:85), penempatan pegawai (placement) adalah suatu
pengaturan awal atau pengaturan kembali dari seorang atau lebih pegawai pada
suatu jabatan baru ataupun jabatan yang berlainan. Penempatan adalah suatu
kebijakan yang diambil oleh pemimpin suatu instansi, atau bagian personalia
untuk menentukan seseorang pegawai masih tetap atau tidak ditempatkan pada
suatu posisi atau jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan keahlian,
keterampilan, atau kualifikasi tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti
temukan di BKD Kabupaten Pringsewu penempatan pegawai dari salah satu data
kepangkatan tenaga fungsional pada BP4K dan struktural menunjukkan masih
banyak pegawai yang lulusan SMA. Keterbatasan sumber daya manusia yang
dimiliki Kabupaten Pringsewu sehingga masih ada pegawai yang menempati
posisi yang tidak sesuai dengan keahlian. Peneliti juga menemukan adanya
lulusan guru yang menjadi lurah dan sebaliknya yang tidak memiliki keahlian
menjadi guru mereka bisa menjadi guru honorer yang kemudian diangkat menjadi
PNS. Hal tersebut menyebabkan formasi yang tidak sesuai dengan persyaratan
yang seharusnya. Adanya analisis dan Kklasifikasi pegawai yang dibutuhkan
Kabupaten Pringsewu sangat penting untuk dilakukan agar mendapatkan sumber
daya manusia yang benar-benar berkompeten pada bidang dan keahliannya,
sehingga saat penempatan dapat dilakukan dengan mudah dan tepat sasaran.

Prinsip Good Governance menurut Musyawarah Konferensi Nasional
Kepemerintahan Daerah yang Baik, Disepakati Anggota: Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)
dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tahun 2001.
Akuntabilitas memiliki indikator minimal yaitu meningkatnya kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah daerah, timbulnya kesadaran masyarakat,
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meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan
berkurangnya kasus-kasus KKN.

Penempatan yang ada pada BKD Kabupaten Pringsewu dikatakan
akuntabilitas dengan adanya peraturan pemerintah tentang pengangkatan honorer
K2. BKD Kabupaten Pringsewu sebagai penyelenggara pengadaan PNS melalui
pengangkatan honorer K2 telah menyelenggarakan dengan baik dan bebas dari
money politik atau praktek KKN dan meningkatkan kepercayaan mayarakat.
Keterbukaan atau Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: adanya
kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga
masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya
prinsip check and balancesantar lembaga eksekutif dan legislatif.

Menurut Sedarmayanti (2010:290) tujuan transparansi adalah membangun
rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus
memberi informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama
informasi handal berkaitan masalah hukum, peraturan dan hasil yang dicapai
dalam proses pemerintahan; adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat
mengakses informasi yang relevan; adanya peraturan yang mengatur kewajiban
pemerintah daerah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, serta
menumbuhkan budaya ditengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang
dihasilkan pemerintah daerah. Dalam konteks Good Governance, prinsip
transparansi menurut Bappenas dapat diketahui dengan indikator: tersedianya
informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi
kebijakan publik dan adanya akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas
diperoleh dan tepat waktu. Penempatan tenaga honorer K2 yang lulus menjadi
PNS adalah Badan Kepegawaian Nasional. Seluruh tenaga honorer K2 dan
masyarakat dapat melihat atau mengakses melalui website bkn.go.id, sscn.go.id,
dan menpan.go.id. keterbukaan dan kemudahan ini diharapkan dapat menambah
wawasan masyarakat mengenai pengadaan PNS melalui pengangkatan honorer
K2.

Partisipasi merupakan proses melibatkan masyarakat terutama aspirasinya
dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah,

juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan
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dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Partisipasi dalam arti
mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara
langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.
Terutama memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan
berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan.

Partisipasi yang peneliti temukan pada saat wawancara, observasi dan
dokumentasi pada BKD Kabupaten Pringsewu saat pelaksanaan pengadaan PNS
melalui pengangkatan honorer K2 untuk tahap penempatan sudah baik. Partisipasi
dari tenaga honorer K2 ini dilihat dari antusias tenaga honorer K2 yang sangat
semangat, bahagia saat diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di instansi
pemerintah manapun.

Efektif berarti tepat sasaran dan efisien berarti tepat guna, efektif dan efisien
dalam penyelenggaraan negara berarti mampu melayani masyarakat dengan baik
dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan bijaksana. Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi peneliti saat dilapangan, pegawai atau sumber daya
manusia yang dimiliki oleh BKD Kabupaten Pringsewu kurang. Hal tersebut
didukung oleh pernyataan Ibu Sri Mursinah, Ibu Resti Muji Astuti dan Bapak
Indardi Matono selaku pegawai honorer K2 yang mengatakan saat pemberkasan
pelayanan yang diberikan tidak optimal karena prosesnya lama sehingga menjadi
tidak efektif. Rekrutmen yang diselenggarakan sudah efisien karena pelamar tidak
dipungut biaya dan biaya rekrutmen ditanggung APBN/APBD. Selain itu, sumber
dana yang digunakan bisa lebih hemat tidak seperti rekrutmen dengan formasi
umum. Penempatan yang diselenggarakan BKD Kabupaten Pringsewu menjadi
tidak efektif dan efisien karena penempatan sumber daya manusia yang tidak tepat
sasaran. Tidak adanya analisis dan klasifikasi pegawai yang dibutuhkan
menjadikan penempatan pegawai tidak mencapai tujuannya secara maksimal,
berkualitas dan tepat sasaran.

Penggunaan asas good governance dalam rangka menganalisis penerapan
prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan program Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) melalui pengangkatan honorer kategori 2 pada Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2013, BKD hanya

memperhatikan keempat asas good governance yang didasarkan karena asas
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tersebut merupakan yang paling sesuai dan sudah cukup baik untuk menjalankan
program ini. Asas keterbukaan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana
pelaksanaan program dilaksanakan secara transparan, dengan melihat ketersediaan
informasi yang memadai pada setiap pelaksanaan program dan adanya akses
informasi yang siap, mudah dijangkau, dan bebas diperoleh masyarakat. Asas
akuntabilitas dapat digunakan unuk menilai sejaunh mana tindakan pelaksana
program mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas partisipasi
melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pengangkatan honorer K2
pada BKD Kabupaten Pringsewu. Asas efektif dan efisien digunakan untuk
menilai ketercapaian tujuan program, dengan melihat sejauh mana terlaksananya
program berkualitas, tepat sasaran dan menggunakan sumber daya yang optimal.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1.  Prinsip Good Governancedalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui
Pengangkatan Honorer Kategori 2 (K2) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten Pringsewu tahun 2013 pada tahap:

a.  Rekrutmen yang diselenggarakan BKD Kabupaten Pringsewu berjalan baik
dengan adanya peraturan pemerintah dan pedoman pelaksanaan. Dalam
proses rekrutmen, yang direkrut menjadi CPNS hanya tenaga honorer K2
yang memenuhi syarat dan untuk informasi yang berkaitan mengenai
pengangkatan honorer K2 dapat diperoleh oleh siapa saja melalui website.
Rekrutmen sudah memenuhi prinsip good governance seperti akuntabilitas,
transparansi, partisipasi, efisien dan yang tidak terpenuhi yaitu prinsip
efektif karena tenaga honorer K2 yang masa pengabdiannya diatas 6 tahun
disamakan dengan yang masa pengabdiannya baru 1 sampai 4 tahun.

b.  Pada tahap Seleksi semua tenaga honorer K2 berhak mengikuti seleksi, dan
tidak ada pembatasan, yang membatasi adalah kemampuan peserta saat tes.
Pada tahap seleksi prinsip good governence yang terpenuhi yaitu prinsip
akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan yang tidak terpenuhi prinsip

efektif karena adanya kebijakan pemerintah yang akan mengangkat seluruh
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tenaga honorer K2 menjadi PNS secara bertahap sehingga seleksi menjadi
tidak efisien karena anggaran pada tahap seleksi menjadi sia-sia.

c. Pada tahap penempatan, Prinsip good governance yang terpenuhi yaitu
prinsip transparansi, partisipasi, efisien, dan prinsip yang tidak terpenuhi
ialah prinsip akuntabilitas karena masih ada pegawai yang tidak sesuai
dengan kebutuhan dan keahlian dan tidak efektif dengan tidak adanya
analisis dan klasifikasi kebutuhan pegawai.

2.  Kendala yang dihadapi oleh BKD Kabupaten Pringsewu dalam pengadaan PNS
melalui pengangkatan honorer K2 meliputi:

a.  Sumber daya manusia yang dimiliki masih terbatas dari sisi jumlah,
kualitas dan keahlian yang dibutuhkan.

b.  Akses internet yang lambat, belum sampai pada daerah pedalaman
dan terpencil pada Kabupaten Pringsewu.

C. Adanya peraturan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer K2 yang

kurang memenuhi harapan dari BKD, karena BKD tidak mengajukan

SARAN

1. BKD Kabupaten Pringsewu harus membuat analisis dan klasifikasi pegawai
terlebih dahulu sebelum melakukan rekrutmen.

2.  BKD Kabupaten Pringsewu harus menetapkan syarat-syarat yang sesuai dengan
keahlian dan bidang sebelum menjadi tenaga honorer agar menciptakan pegawai
yang memiliki kualitas serta kinerja yang baik.

3. Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu harus menyediakan akses informasi

yang mudah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat didaerah terpencil.
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